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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 729/Pdt.G/2021/PA.Sry

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Sungai  Raya  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  dalam tingkat  pertama,  dalam sidang  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahir  Padang  Tikar,  06  Oktober

1984,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah

tangga,  pendidikan  D2,  tempat  kediaman  di

Kabupaten Kubu Raya, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang Tikar, 02 Agustus 1979,

agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  pendidikan

SD,  tempat  kediaman  di  Kabupaten  Kubu

Raya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat; 

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa,  Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal  06 Desember

2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari

itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  729/Pdt.G/2021/PA.Sry,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat telah

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah
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Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,  Kabupaten Kubu Raya,

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 017/166/VII/2006, tanggal 09

Agustus 2006; 

2. Bahwa,  sebelum  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  berstatus

Perawan dan Perjaka; 

3. Bahwa,  setelah  menikah,  Penggugat  dan  Tergugat  tinggal

bersama di rumah Tergugat di Jalan Medan Seri Gang Sri Fajar 4, RT.

001, RW. 001, Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar sampai

Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang; 

4. Bahwa,  selama  dalam  pernikahan,  antara  Penggugat  dan

Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami

isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

5. Bahwa, sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; 

6. Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

adalah :

6.1. Tergugat suka main judi dan jarang pulang ke rumah; 

6.2. Tergugat sempat tidak bekerja sehingga nafkah tidak ada; 

6.3. Tergugat pernah melakukan (kekerasan dalam rumah tangga) KDRT;

6.4. Tergugat sudah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat secara

agama; 

7. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  bulan  April

2021  terjadi  pertengkaran  disebabkan  karena  Tergugat  dan  adik  ipar

Tergugat  melakukan  kerja  sama  dalam  usaha  jual  buah  kelapa  tetapi

hasilnya tidak ada sehingga terjadilah pertengkaran; 

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan

September  2021  terjadi  pertengkaran  yang  sehinga  Penggugat

meninggalkan Tergugat   disebabkan masalah yang sama seperti  poin 7

dan sampai sekarang; 

9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat

sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  melanjutkan  kehidupan  rumah  tangga

dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai; 
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10. Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah

diupayakan  damai  baik  dari  pihak  keluarga  Penggugat  maupun  pihak

keluarga Tergugat namun tidak berhasil; 

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini; 

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon

kepada  Ketua  Pengadilan Agama  Sungai  Raya  cq.  Majelis  Hakim  yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT); 

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum; 

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa,  pada  hari sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  dan

Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa  untuk  memenuhi  ketentuan  pasal  154  RBg,  Majelis  Hakim

dalam  perkara  ini  telah  berupaya  mendamaikan  para  pihak,  namun  tidak

berhasil,  dan  untuk  memaksimalkan  perdamaian  telah  dilakukan  upaya

mediasi,  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung  Republik

Indonesia Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Ulfa Fithriani, S.H.I.,  M.H.,

namun  upaya  tersebut  juga  tidak  berhasil  sebagaimana  disebutkan  dalam

laporan mediator tertanggal 30 Desember 2021;

Bahwa, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya

dan  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat dalam sidang  tertutup

untuk umum;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di  atas, Tergugat telah

mengajukan jawaban secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar, pada tanggal 22 Juli 2006, Penggugat dan Tergugat

telah  melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah Kantor  Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar,  Kabupaten Kubu
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Raya,  sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  017/166/VII/2006,

tanggal 09 Agustus 2006; 

2. Bahwa  benar,  sebelum  menikah  Penggugat  dan  Tergugat

berstatus Perawan dan Perjaka; 

3. Bahwa benar, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama di rumah Tergugat di Jalan Medan Seri Gang Sri Fajar 4, RT.

001, RW. 001, Desa Padang Tikar Dua, Kecamatan Batu Ampar sampai

Penggugat meninggalkan Tergugat sampai sekarang; 

4. Bahwa benar, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan

Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami

isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

5. Bahwa tidak benar  sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang benar rumah tangga Penggugat

dan  Tergugat  masih  rukun  dan  harmonis,  jika  tidak  harmonis  tidak

mungkin sampai punya anak 3 (tiga); 

6. Bahwa  terhadap  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran

Tergugat menjawab sebagai berikut :

6.1. Bahwa tidak benar  Tergugat  suka main judi,  yang benar  Tergugat

main judi dari bujangan dan awal menikah saja, tapi sekarang sudah

tidak lagi dan tidak benar Tergugat jarang pulang; 

6.2. Bahwa  tidak  benar  Tergugat  tidak  memberi  nafkah,  yang  benar

Tergugat selalu memberi nafkah, hanya sejak Penggugat pergi baru

tidak  Tergugat  nafkahi,  bahkan  ketika  speed  Tergugat  rusak  dan

Tergugat tidak bekerja Tergugat pinjam uang untuk memberi nafkah

Tergugat sempat tidak bekerja sehingga nafkah tidak ada; 

6.3. Bahwa  benar  Tergugat  pernah  melakukan  kekerasan,  namun

Penggugat yang mulai lebih dulu, Tergugat dipukul Penggugat lebih

dulu sehingga Tergugat membalas, dan Penggugat suka membawa

senjata tajam;

6.4. Bahwa  tidak  benar  Tergugat  pernah  menjatuhkan  talak  kepada

Penggugat, Tergugat membantahnya; 
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7. Bahwa  tidak  benar  usaha  jual  buah  kelapa  yang  Tergugat

kerjakan tidak ada hasilnya. Tergugat pernah memberikan hasil usaha jual

kelapa kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali pertama Rp1.000.000,00

(satu juta rupiah), kedua Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

dan ketiga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Adapun jika hasilnya tidak

ada itu karena Tergugat tekor, Tergugat sudah memberi uang terlebih dulu

tapi kelapanya tidak dikasih; 

8. Bahwa,  perselisihan  dan  pertengkaran  terjadi  pada  bulan

September  2021  yang  disebabkan  Penggugat  pergi  bekerja  tanpa  ijin

kepada Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah; 

9. Bahwa,  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  pernah

diupayakan  damai  baik  dari  pihak  keluarga  Penggugat  maupun  pihak

keluarga Tergugat namun tidak berhasil;

10. Bahwa Tergugat  keberatan  bercerai  dengan  Penggugat  karena

masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat; 

Bahwa  atas  jawaban  Tergugat  tersebut,  Penggugat  telah

menyampaikan replik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat  tetap  dengan dalil  gugatannya  bahwa sejak

tahun 2007 rumah tangga mulai tidak harmonis. Tergugat bermain judi dan

tidak pulang sejak Penggugat hamil yang menjadi pemicu pertengkaran

dan keharmonisan;

2. Bahwa benar  Tergugat  sudah tidak bermain judi  sejak 4 tahun

yang  lalu,  Tergugat  memang  jarang  pulang  meski  tidak  berurutan  dan

terakhir 3 tahun yang lalu;

3. Bahwa  benar  Tergugat  ada  memberi  nafkah,  tetapi  kurang.

Tergugat  hanya  memberi  nafkah  Rp20.000,00  (dua  puluh  ribu  rupiah)

sampai  Rp50.000,00  (lima  puluh  ribu  rupiah)  perharinya.  Itupun  mesti

Penggugat  minta  terlebih  dahulu,  sehingga  Penggugat  memilih  untuk

bekerja namun tidak didukung oleh Tergugat;

4. Bahwa  benar,  karena  Penggugat  kesal  dengan  Tergugat  yang

tidak memperdulikan Penggugat ketika Tergugat sedang kumpul dengan

teman-temannya,  Tergugat  bisa  bersikap  baik  dengan  temannya  tapi
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dengan  Penggugat  tidak,  sebab  Penggugat  juga  perlu  perhatian,  dan

ketika  Penggugat  minta  penjelasan  kepada  Tergugat,  Tergugat  tidak

menjelaskan sehingga Penggugat jengkel, dan Tergugat juga melakukan

KDRT sehingga Penggugat  melakukan rontgen dan trauma akan sikap

Tergugat tersebut;

5. Bahwa Penggugat  hanya  terima  uang Rp1.000.000,-  (satu  juta

rupiah)  saja,  dan yang Rp2.500.000,-  (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Tergugat hanya cerita ke Penggugat tapi tidak memberikan. Yang lainnya

Penggugat tidak tahu sama sekali dan Tergugat juga dalam usaha kelapa

tersebut hanya sebagai karyawan yang menerima gaji tetap;

6. Bahwa  tidak  benar,  Penggugat  sudah  kabari  Tergugat,  tapi

Tergugat tidak peduli,  Tergugat malah pergi membantu saudara sepupu

Penggugat.  Sehingga  terjadi  pertengkaran  dan  Tergugat  juga  berkata

kepada  Penggugat  “jangan  merengek-rengek  kembali  kepada  Saya”

sehingga menyebabkan Penggugat pergi;

7. Bahwa  Penggugat  tetap  pada  gugatan  semula  untuk  bercerai

dengan Tergugat;

Bahwa atas  replik  Pengguat  tersebut,  Tergugat  telah  menyampaikan

duplik secara lisan yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang namanya rumah tangga tidak selalu akur;

2. Bahwa tidak benar, sudah 10 tahun Tergugat tidak judi, dan waktu

3 (tiga) tahun lalu Tergugat jarang pulang itu benar;

3. Bahwa benar nafkah kurang, karena Tergugat harus membayar

cicilan  rumah  yang  dibeli  oleh  Penggugat  tanpa  ijin  Tergugat  sebesar

Rp3.800.000,-  (tiga juta  delapan ratus ribu rupiah)  serta  uang asuransi

sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

4. Bahwa  Tergugat  memang  pernah  melakukan  KDRT,  tapi  tidak

mengakibatkan sampai Penggugat harus rontgen;

5. Bahwa Tergugat bilang talak karena Tergugat lagi marah, sebab

ketika bertengkar Penggugat selalu minta cerai;
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6. Bahwa benar semua uang tersebut memang tidak diterima oleh

Pengguat  langsung, tapi  Tergugat  gunakan untuk memenuhi  kebutuhan

rumah tangga yang dipinta Penggugat;

7. Bahwa benar usaha tersebut punya saudara ipar Tergugat, tapi

Tergugat  tidak  mau  untung  sendiri,  disaat  ipar  Tergugat  sedang  rugi

Tergugat tidak enak jika minta upah Tergugat dibayarkan;

8. Bahwa bukannya Tergugat tidak menanggapi ijin Penggugat, tapi

Tergugat  hanya  pergi  sebentar  membantu  saudara  sepupu  Penggugat

dan  saat  itu  Tergugat  juga  ada  kerjaan  lain,  yaiitu  membuat  calo

(makanan);

9. Bahwa  Tergugat  tetap  dengan  jawaban  semula,  Tergugat

keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  17/166/VII/2006  tanggal  09

Agustus  2006  yang  dikeluarkan  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor

Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar, telah bermeterai cukup, dicap pos

(nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P);

B. Saksi:

1. SAKSI  1,  umur  40  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya,

di depan sidang mengaku sebagai Kakak Kandung Penggugat, di bawah

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai

berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri  yang

menikah pada tahun 2006 yang lalu; 

 Bahwa setelah  menikah Penggugat dan Tergugat  tinggal

di  rumah  bersama  di  Jalan  Medan  Seri  Gang  Sri  Fajar  4  Desa

Padang Tikar Dua sampai dengan berpisah;
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 Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah

dikaruniai 3 (tiga) orang anak; 

 Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat awalnya hidup rukun  dan harmonis,  namun sejak 4 bulan

yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  perselisihan  dan

pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Saksi  hanya

mengetahui  permasalahan  rumah  tangga  keduanya  dari  cerita

Penggugat; 

 Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Penggugat dan Tergugat adalah faktor ekonomi yang kurang, ketika

Penggugat  kerja  dan  membutuhkan  bantuan  Tergugat,  Tergugat

justru membantu orang lain;

 Bahwa  Tergugat  bekerja  namun  penghasilan  tidak

menentu  akhirnya  Penggugat  bekerja  untuk  membantu  ekonomi

keluarga;

 Bahwa  selain  itu,  Tergugat  juga  pernah  melakukan

kekerasan kepada Penggugat;

 Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  kejadian  tersebut

secara  langsung,  hanya  diceritakan  oleh  Penggugat  dan  melihat

bekas kekerasan di tubuh Penggugat;

 Bahwa kurang lebih sejak empat bulan yang lalu hingga

sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  telah  berpisah  tempat  tinggal.

Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama, awalnya pergi

untuk  bekerja  namun  sekarang  tinggal  dengan  ibu  kandung

Penggugat. Selama berpisah tersebut, keduanya sudah tidak saling

berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  seringkali

didamaikan, namun tidak berhasil;

2. SAKSI  2,  umur  19  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SMA,

pekerjaan  Swasta,  bertempat  tinggal  di  Kubu  Raya,  di  depan  sidang
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mengaku  sebagai  Keponakan  Penggugat,  di  bawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat  adalah suami istri  yang

menikah pada tahun 2006 yang lalu; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Desa Padang Tikar

Dua;

 Bahwa  selama  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  telah

dikaruniai 3 orang anak; 

 Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun dan harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu keharmonisan

rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat  mulai  goyah,  karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  dan  mendengar  langsung

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sebanyak satu kali pada satu minggu yang lalu; 

 Bahwa  yang  menjadi  penyebab  perselisihan  dan

pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat itu adalah karena

Penguggat datang ke Tergugat minta izin untuk tidur dengan anak

namun Tergugat tidak mengizinkannya;

 Bahwa  sebab  lainnya  adalah  Tergugat  kurang  peduli

kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberi nafkah;

 Bahwa  Tergugat  juga  pernah  melakukan  KDRT kepada

Penggugat dengan cara mencengkram tangan Penggugat;  

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejak empat bulan yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat

dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling

berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun

tidak berhasil;
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Bahwa  Penggugat membenarkan  keterangan  saksi-saksi  tersebut,

sedangkan Tergugat menanggapi sebagian;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun,

meski telah diberikan hak yang sama oleh Majelis Hakim;

Bahwa  Penggugat  memberikan  kesimpulan  secara  lisan  yang

pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya

keberatan  untuk  bercerai  dengan  Penggugat  karena  masih  ingin

mempertahankan rumahtangganya;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa perkara ini  mengenai  gugatan perceraian antara

para  pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara

hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009  Pengadilan  Agama  berwenang  memeriksa,  mengadili  dan  memutus

perkara ini;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  Penggugat,  Penggugat

bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73

ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009  Jo.  Pasal  132  ayat  (1)  Kompilasi

Hukum  Islam  perkara  ini  termasuk  kewenangan  relatif  Pengadilan  Agama

Sungai Raya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan

untuk berdamai,  baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam

proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian
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tersebut tidak berhasil,  dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82

ayat  (1)  dan  (4)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  sebagaimana  telah

diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal  154 ayat (1) Rbg dan Pasal  2 dan Pasal 3

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  upaya  perdamaian  tidak  berhasil,

maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

sesuai  ketentuan  Pasal  80  ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok dalil gugatan Penggugat adalah Penggugat

telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  sesuai  hukum  Islam

selanjutnya  Penggugat  memohon kepada  Majelis  Hakim Pengadilan  Agama

Sungai Raya agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah

tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sejak  2007  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran, disebabkan Tergugat suka main judi dan jarang pulang ke rumah,

Tergugat  sempat  tidak  bekerja  sehingga  nafkah  tidak  ada,  Tergugat  pernah

melakukan  (kekerasan  dalam  rumah  tangga)  KDRT,  Tergugat  sudah

menjatuhkan talak satu kepada Penggugat secara agama, yang akhirnya sejak

September 2021, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama

3 bulan hingga gugatan diajukan, selama berpisah antara Penggugat dengan

Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat

mengajukan  Jawaban  yang pokoknya  membenarkan  sebagian  dalil  gugatan

Penggugat  dan  membantah  sebagian  lainnya  dan  keberatan  untuk  bercerai

dengan Penggugat;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi yang

telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam

pertimbangan ini;

Menimbang,  bahwa  bukti  (P)  merupakan  akta  autentik  dengan  nilai

kekuatan  pembuktian  sempurna  dan  mengikat  (volledig  en  bindende
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bewijskracht),  bermeterai  cukup,  dicap  pos  (nazegelen)  dan  cocok  dengan

aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata dan

Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai,

bukti (P) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan

lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang didukung bukti

(P),  telah terbukti  bahwa Penggugat  dan  Tergugat terikat  dalam perkawinan

yang  sah.  Oleh  karena  itu,  gugatan  Penggugat  telah  mempunyai  landasan

hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi  Penggugat merupakan orang yang

tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga

dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan

secara terpisah di  depan sidang di  bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi

tersebut  telah memenuhi  syarat  formil  sesuai  Pasal  171 dan 175 RBg.  dan

saksi-saksi  tersebut  keterangannya  didasarkan  kepada  penglihatan  serta

pengetahuannya  sendiri  dan  saling bersesuaian  antara  satu  dengan  yang

lainnya,  sehingga  keterangan  saksi-saksi  tersebut  telah  memenuhi  syarat

materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-

saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menyatakan tidak pernah

melihat  Penggugat  dan  Tergugat  bertengkar,  tetapi  mengetahui  bahwa

Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat bulan yang

lalu dan selama berpisah keduanya tidak berhubungan selayaknya suami istri

yang baik;

Menimbang,  bahwa Yurisprudensi  Nomor 299 K/AG/2003 tanggal  08

Juni 2005 yang memberikan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-

saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum

(rechts gevolg)  tanpa terlebih dahulu menerangkan sebab-sebab atau alasan

hukum  (vreem  de  oorzaak)  dari  akibat  hukum  tersebut  mempunyai

nilai/kekuatan bukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan

saksi-saksi  sepanjang mengenai  akibat hukum dan keterangan lainnya yang
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tidak  bersifat  pendapat/kesimpulan  dan/atau  keterangan  yang  bersifat

testimonium de auditu sebagai bukti yang menguatkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat

bukti  apapun  meskipun  telah  diberikan  kesempatan  oleh  Majelis  Hakim,

sehingga  Majelis  Hakim  menilai  Tergugat  tidak  dapat  membuktikan  dalil

bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat

serta alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai

berikut:

 Bahwa sejak pertengahan tahun 2021 antara Penggugat dengan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus

yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang kurang mencukupi

dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat;

 Bahwa  akibat  pertengkaran  tersebut,  pada  September  2021,

Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;

 Bahwa  selama  pisah tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  tidak

menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

 Bahwa  Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak

berhasil;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat awalnya rukun dan harmonis,  namun sejak 4 bulan yang lalu tidak

harmonis sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi

rumah tangga yang kurang mencukupi dan Tergugat juga pernah melakukan

kekerasan  kepada  Penggugat yang  akhirnya  berakibat  pada  pisah  tempat

tinggal sejak September 2021 sampai sekarang;

Menimbang,  bahwa  menurut  ketentuan  Pasal  39  Undang-Undang

Nomor  1  Tahun  1974,  tentang  Perkawinan  menentukan,  bahwa  untuk

melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri  dan pengadilan telah berusaha

dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
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Kompilasi  Hukum  Islam  menegaskan  salah  satu  alasan  perceraian,  yaitu

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri

dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut  terdapat

beberapa unsur  yang harus dipenuhi  untuk terjadinya perceraian,  baik  cerai

talak,  maupun  cerai  gugat,  yaitu:  (1).  Adanya  alasan  telah  terjadinya

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus;  (2).  Perselisihan  dan

pertengkaran  menyebabkan  suami  isteri  sudah  tidak  ada  harapan  untuk

kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi

tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa unsur-unsur  tersebut  akan dipertimbangkan satu

persatu  dengan  mengaitkan  kepada  fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah

tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah

memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang,  bahwa  saksi  pertama  yang  diajukan  oleh  Penggugat

menyatakan tidak pernah melihat secara langsung Pertengkaran yang terjadi

antara  Penggugat  dengan  Tergugat  namun  hanya  mendengar  dari  cerita

Penggugat yang mengatakan bahwa rumah tangganya sudah tidak harmonis,

sedangkan  saksi  kedua  menyatakan  pernah  melihat  langsung  pertengkaran

yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;  

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama Penggugat tidak melihat

langsung adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat belum tentu

tidak terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu Majelis Hakim akan

mempertimbangkan tentang ada dan tidak adanya alasan berupa perselisihan

terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat, kedua

duanya menerangkan bahwa mereka mengetahui  antara  Penggugat  dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan

Tergugat  serta  tidak  pernah  kumpul  lagi  sebagaimana  layaknya  suami-istri

hingga sekarang, meskipun para saksi sudah berusaha menasihati Penggugat

agar rukun kembali dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat,
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hal  mana  juga  dibenarkan  oleh  Tergugat  sebagaimana  yang  dikemukakan

dalam jawaban;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

yang sudah  tidak  harmonis  lagi  dan berlanjut  dengan pisah  tempat  tinggal,

sebagaimana  didalilkan  oleh  Penggugat  dalam  posita  gugatannya  dan

dibenarkan oleh Tergugat dalam jawabannya serta dikuatkan oleh keterangan

para saksi di persidangan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan

Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sejak berpisah hingga saat ini tidak

pernah  berkumpul  lagi,  hal  mana  menunjukkan  bahwa  antara  Penggugat

dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan

tidak berhasil didamaikan;

Menimbang,  bahwa  sejak  terjadi  perselisihan  tersebut,  pihak

keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

dan  sudah  tidak  sanggup  lagi  untuk  merukunkan  Penggugat  dan  Tergugat,

dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap

kali  persidangan  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  31  Peraturan  Pemerintah

Nomor  9  Tahun  1975,  bahkan  Majelis  Hakim  telah  mengoptimalkan  upaya

damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor  1  Tahun 2016,  namun upaya-upaya  untuk  mendamaikan  para  pihak

tersebut  tidak  berhasil,  dengan  demikian  maka  unsur  ketiga  juga  telah

terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir  batin antara seorang

pria  (suami) dengan  seorang  wanita  (istri) untuk  membentuk  rumah tangga

yang  bahagia  dan  kekal  berdasarkan  Ketuhanan  Yang  Maha  Esa,  agar

keduanya  mendapatkan  kedamaian  jiwa  dan  ketentraman  hati,  saling

mengasihi  dan  menyayangi  (sakinah,  mawadah,  warahmah)  sebagaimana

diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:
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إليَهْاَ كمُْ أزَْواَجًا لتّسَْكنُوُا إ إهإ أنَْ خَلقََ لكَمُ مّنْ أنَفُسإ ومَإنْ آياَت
إنّ فإي ذَۚوجََعلََ بيَنْكَمُ مّودَةًّ ورََحْمَةً ٍٰ إ إكَ لَياَتٍ لقَّومْ ل

  يتَفََكرُّونَ

Artinya:  ”Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaan-Nya  ialah  Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  dijadikan-Nya  diantaramu  rasa  kasih

sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  tersebut  dapat  diketahui  bahwa

salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan  batin antara seorang pria

sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur

ikatan  batin ini  sudah tidak  ada lagi  maka sebenarnya perkawinan tersebut

sudah rapuh dan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang,  bahwa  apabila  salah  satu  pihak  atau  keduanya

menyatakan  sudah  tidak  mau mempertahankan  keutuhan  rumah  tangganya

dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara  a quo Penggugat, maka

disini sudah ada bukti petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada

ikatan  batin lagi  sehingga  perkawinan  seperti  ini  sudah  tidak  utuh  lagi  dan

sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan

mereka  sudah  tidak  bermanfaat  lagi  untuk  tetap  dipertahankan  dan

penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu

perceraian; 

Menimbang,  bahwa  mempertahankan  rumah  tangga  yang  telah

kehilangan ikatan  batinnya adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena

akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu

pihak secara psikologis akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana

rumah  tangga  yang  telah  kehilangan  sakinah,  mawadah  warrahmah

(kedamaian  jiwa  dan  ketentraman  hati,  saling  mengasihi  dan  menyayangi)

tersebut; 

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat apa

penyebab dan dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu pihak telah
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meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,

apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai

dengan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung  Republik  Indonesia  Nomor  534

K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 dan Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober

1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  dan Tergugat  benar-

benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan

dalam suatu rumah tangga dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap

dipertahankan  maka  dikhawatirkan  menimbulkan  mudarat  yang  lebih  besar

sehingga  tidak  dapat  mewujudkan  tujuan  luhur  perkawinan  yaitu  untuk

membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (sakinah

mawaddah  wa  rahmah)  sebagaimana  dikehendaki  oleh  pasal  1  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan

oleh  Penggugat  telah  terbukti  dan  memenuhi  ketentuan  Pasal  39  ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum

Islam;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dan  dengan

memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum

Islam  serta  sesuai  pula  dengan  pendapat  ahli  hukum  Islam  yang  terdapat

dalam kitab Ghoyatul Maram yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim

sebagai alas hukum berbunyi: 

Artinya:  “Apabila  telah  memuncak  ketidaksenangan  seorang  isteri

kepada suaminya maka Hakim (boleh)  menceraikan suami-isteri  itu  dengan

talak satu”;

maka  cukup  beralasan  bagi  pengadilan  untuk  menjatuhkan  talak  satu  ba'in

shugra Tergugat terhadap Penggugat;
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Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam bidang  perkawinan,

sesuai  ketentuan  Pasal  89  Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara

dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang,  bahwa  hal-ihwal  yang  tercantum di  dalam berita  acara

persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat  segala  ketentuan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan

Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (TERGUGAT)

terhadap Penggugat (PENGGUGAT);  

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp1.270.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Sungai  Raya  pada  hari  Kamis  tanggal  20  Januari  2021 Masehi

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh  Fauzy Nurlail,

S.H. sebagai  Ketua Majelis,  Ai  Susanti,  S.H.I.  dan Soffatul  Fuadiyyah, S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Hakim  Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Juriah  Wati,  S.E.I sebagai

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
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Ttd

Ai Susanti, S.H.I.

Ttd

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Juriah Wati, S.E.I

Perincian biaya :
-  Pendaftaran : Rp 30.000,00
-  Proses : Rp 50.000,00
-  Panggilan : Rp 1.150.000,00
-  PNBP : Rp 20.000,00
-  Redaksi : Rp 10.000,00
-  Meterai : Rp             10.000,00  
J u m l a h : Rp   1.270.000,00 (satu juta  dua  ratus tujuh puluh
ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 19


